BAB Il1

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dari hasil yang telah
diuraikan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Surat Edaran Mahkamah Agung merupakan suatu kebijakan diskresi
yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan
tertinggi dalam badan peradilan di Indonesia. SEMA bersifat wajib
untuk ditaati dan dijalankan oleh badan peradilan di bawahnya yaitu
para hakim di setiap lingkungan badan peradilan di Indonesia sebab
SEMA dimaksudkan untuk menyelesaikan permasalahan dalam
jalannya peradilan secara cepat tanggap sehingga kedepannya tidak
terjadi lagi permasalahan mengenai disparitas putusan para hakim.

2. Kekuatan hukum Putusan banding PTTUN Surabaya Nomor:
193/G/TF/2022/PTTUN.SBY berdasarkan asas res judicata pro
veritate habetur memiliki kekuatan mengikat (inkracht van gewijsde)
sepanjang tidak ada putusan yang menganulir putusan tersebut.

B. Saran
Hasil suatu rumusan yang berasal dari Rapat Pleno Kamar
dirumuskan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, misalnya dalam
bentuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA). Hal ini dikarenakan suatu

aturan yang berbentuk peraturan perundang-undangan memiliki daya ikat
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yang lebih luas tidak hanya dalam lingkup internal badan peradilan
melainkan juga mengikat secara eksternal yang memperluas cakupan

terlaksananya kepastian hukum.
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